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Pengangkatan anak melalui perintah pengadilan akan memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak
yang diadopsi. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, pengajuan
permohonan pengangkatan anak harus disertai dengan akta kelahiran sebagai salah satu prasyarat yang harus
dipenuhi. Jika calon anak angkat tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran tersebut harus dibuat
terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak
Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan adopsi anak tanpa disertai akta kelahiran. Oleh karena
itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsekuensi hukum putusan pengadilan terkait adopsi anak yang tidak
disertai akta kelahiran. Penulis mengkaji berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P/ 2014 / PN.Kpg
untuk menyel esaikan masalah ini dalam bentuk yuridis normatif dan didukung oleh data sekunder. Selain
itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena data yang diperoleh berupa data
deskriptif dari wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka akibat hukum Putusan
Mahkamah Nomor 19/ Pdt.P/ 2014 / PN.Kpg yang tidak dilengkapi dengan akta kelahiran yaitu putusan
dapat dimintakan pembatalan dari MA oleh Mahkamah Agung. pihak terkait. Dengan dibatalkannya
ketentuan tersebut maka kedudukan anak angkat tidak akan memiliki status hukum dan kepastian hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabilatidak ada pembatalan, Putusan
Pengadilan Nomor 19/ Pdt.P/ 2014 / PN.Kpg tetap sah dan sah menurut hukum. Sehingga kedudukan anak
angkat tetap memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Adoption of achild by court order will provide aclear legal standing for the adopted child. In accordance
with the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2009, submitting applications for adoption of children
must be accompanied by abirth certificate as one of the prerequisites that must be met. If the prospective
adopted child does not have a birth certificate, the birth certificate must be made before submitting an
application to the court. However, in practice, there are still many District Courts that grant requests for
adoption of children without a birth certificate. Therefore, the authors are interested in examining the legal
consequences of court decisions regarding the adoption of children who are not accompanied by abirth
certificate. The author examines based on Court Decision Number 19 / Pdt.P/ 2014 / PN.Kpg to resolve this
problem in a normative juridical form and is supported by secondary data. In addition, this study uses
gualitative data analysis methods because the data obtained isin the form of descriptive datafrom
interviews and literature studies. Based on the research results, the legal consequence of the Court's
Decision Number 19/ Pdt.P/ 2014 / PN.Kpg which is not equipped with a birth certificate is that the
Supreme Court can request cancellation of the verdict from the Supreme Court. related parties. With the
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cancellation of this provision, the position of the adopted child will not have legal status and legal certainty
in accordance with the provisions of statutory regulations. However, if there is no cancellation, Court
Decision Number 19/ Pdt.P/ 2014 / PN.Kpg is till valid and legally valid. So that the position of adopted
children still haslegal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations.



